
BI'PATI TAPIN
PROVIilSI IilLIUANTAIT SEUITAIV

PERATI'RAN BUPATI TAPIN
NOMOR q TAIIUI 2016

TENTAITG

'ANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAIT TAUU
LIIVGKI'NGAIT SEIIRETARHT DAERAII KABI'PATEN TAPIN

DEIYGAIT RAHUAT TI'IIAN YANG UAIIA ESA

BI'PATI TAPIN,

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan
keamanan dan kelancaran pelayanan
penerimaan tamu kedinasan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, perlu
mengatur Standar Operasional Prosedur
Penerimaan Tamu di Lingkungan Sekretariat
Daeratr Kabupaten Tapin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hunrf- a, periu menetapkan
Perattrran Bupati tentang Standar Operasional
Prosedur Penerimaan Tamu di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin;

Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabdlong (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang $omor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan P'.rblil( firmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 fiomor ll2, Tartbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s038);

Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2OLt tentang
Pembenttrkan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLl Nomor 82, Tambahan lemharan Negara
RepuEilik Indonesia Nomor 523a\
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang
Aparahrr Sipil Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,
Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9fl;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambatran Lembaran Nega-ra Republik Indonesia
Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintahan (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OOS Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor a5781;

Peraturran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, teraktrir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentarig PerUbahan KedUa atAs Peratlirari
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun 2OOo
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PE,R I 20 I M.PAN/O4 I 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Prlblik;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tatrun 20ll tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 20ll tentang Standar Operasional
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Pen5rusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 20f5 tentang Pembenhrkan Produk
Hukum Daeratr;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tatrun 2OO8 tentang Pembentr.rkan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Perahrran Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 09 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daeratr Kabupaten
Tapin Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang
Pembenhrkan Organisasi dan Tata Keda
Perangkat Daeratr Kabupaten Tapin;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2OL2 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badal Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin;

L7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor L2
Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daeralr;

18. Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 02
Tatrun 2Ol3 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Keda Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Tapin;

4
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Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Tatrun 2Ol3 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong praja
Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 0S
Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2Ol3
tentang Uraian Tlrgas Unsur-Unsur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pembenhrkan Produk Hukum
Daeratr di Linglmngan Pemerintatr Kabupaten
Tapin;

UEUUTI'SKAN :

20.

22.

21.
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4.

5.

6.

7.

8.

pkan : PERATIIRAIT BT PATI TENTANG STAIYDAR
OPERASIONAL PROSEDI'R PEIYERIUAAIY TA}IU DI
LIITGKI'ITGAN STI(RETARIAT DAERAII
KABT'PATEN TAPIN.

BAB I
KBTENTUAIY I'UI'DI

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

adalatr Kabupaten Tapin.

Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan

yang menjadi Kewenangan Daeratr Otonom.

adalah Bupati Tapin.

Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.

Daeratr adalah Sekretaris Daeratr Kabupaten Tapin.

Daeratr adalah Sekretariat Daeratr Kabupaten Tapin.

adalah Asisten di linglnrngan Sekretariat Daerah.

Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat
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jabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten,
Kepala Bagran.

adalah Sub pada Bagian Hubungan Masyarakat
t Daerah yang mengatur Keprotokolan Bupati, Wakil

pati dan Sekretaris Daerah.

udan adalatr Staf Sub Protokol pada Bagian Hubungan
syarakat Sekretariat Daerah yang dltugaskan sebagai

ping yang mengurus segala keperluan yang berhubungan
kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

adalah pegawai yang ditugaskan di linglsungan Sekretariat
rah.

Piket adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja
paten Tapin yang bertugas unhrk melal<sanakan penjagaan

lingkungan Sekretariat Daerah.

u adalah seseorang atau sekelompok orang yang datang
tuk kepentingan tertentu, terkecuali Pejabat Daerah dan Staf
linglarngan Pemerintah Daerah.

Piket adalatr tanda pengenal petugas yang melaksanakan
penjagaan yang dipasang pada lengan kanan Petugas Piket.

Tamu adalah buku yang digunakan dalam
tasian data tamu.

Tarrru adalatr tanda pengenal yang digunakan tamu selama
di lingkungan Sekretariat Daeratr.

Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP
serangkaian ketentuan terhrlis yang dibakukan mengenai

proses penyelenggar€ran administrasi pemerintatran.

BAB II
STAITDAR OPERASIONAL PROSEDT'R

hsat 2

amu datang dan melapor kepada Petugas Piket.

tugas Piket bersikap hormat kepada Tamu dengan penuh
dan ramatr tamah dengan tetap bersikap tegas

berwibawa sehingga tercipta suasana yang nyaman dan

\
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Pasat 3

Pehrgas Piket menanyakan malsud dan tujuan kedatangan
Tamu dan memberikan petunjuk dan bantuan sesuai dengan
maksud dan hrjuan Tamu.

Petugas Piket memeriksa barang bawaan Tamu apabila Tamu
dianggap mencurigakan.

Petugas Piket mencatat setiap Tamu yang datang baik hari,
tanggal, jam kedatangan, identitas, maksud dan tujuan
kedatangan Tamu.

Petugas Piket menggunakan Buku Tamu dalam melaksanakan
tatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Piket mempersilahkan Tamu untuk menunggu di
tunggu yang disediakan.

Pasal.4

Piket mengkomunikasikan kedatangan Tamu kepada
, Ajudan dan/atau Staf mengenai informasi Tamu
instansi/penrsahaan, maksud/hrjuan dan jumlah

l, Ajudan dan/atau Staf menyampaikan kedatangan
kepada Pejabat.

Pasat S

uan/konfirmasi Pejabat dapat ditemui atau tidak dapat
disampaikan oleh Pejabat kepada Petugas Piket

Protokol, Ajudan dan/atau Staf.

hal Pejabat tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud
ayat (1) maka Pehrgas Piket menyampaikan informasi

Tamu bahwa Pejabat tidak dapat ditemui dengan
alasan dan pengertian agar tidak menyinggung

Tamu sesuai arahan dari Protokol, Ajudan dan/atau
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(2t

(3)

(1)

(41

Pasal 6

Dalam hal Pejabat dapat ditemui sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) maka Pehrgas Piket menyampaikan
kepada Tamu batrwa Pejabat dapat ditemui.

Petugas Piket meminta dengan hormat kepada Tamu untuk
menyeratrkan Karfu Identitas dan/atau Surat T\rgas.

Kartu Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bempa
Kartu Pegawai (KARPEG), Karhr Tanda Penduduk (KTP), atau
Surat l^n Mengemudi (SIM) yang masih berlaku untuk
menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Petugas Piket menyerahkan lhrtu Tamu setelatr memeriksa
Kartu Identitas dan/atau Surat I\rgas.

Piket mencatat jam pulang dan kejadian-kejadian saat
Tamu.

Piket menggunakan Buku Tamu dalam melaksanakan
tatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

Pasal 9

SOP Penerimaan Tamu di lingknngan Sekretariat Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

bagian tidak terpisatrkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(21

Pagat 7

ttrgas Piket mengarahkan Tamu menuju ruangan Pejabat.

tugas Piket mempersilahkan Tamu untuk memasuki ke
ruangan Pejabat.

Piket meninggalkan Tamu bersama Pejabat dan
uju kembali ke Tempat Piket.

Pasal 8

(1) telah Tamu selesai melaktrkan pertemuan dengan Pejabat,
Piket menyerahkan kembali Kartu Identitas Tamu dan

u mengembalikan Karhl Tamu kepada Petugas Piket.

(2t

(3)
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BAB III
TATA KTR.IA

Pasal 10

Setiap Pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan SOp
Penerimaan Tamu di linglnrngan Sekretariat Daerah wqjib
membangun komitmen tinggr untuk mendukung
pelaksanaannya.

Setiap Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
terlibat di dalam pelaksanaan SOP Penerimaan Tamu di
lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengembangkan
koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan
efiseinsi dan efektivitas pelayanan publik.

Setiap
terlibat

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
di dalam pelaksanaan SOP Penerimaan Tamu di

Selrretariat Daerah wajib memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dalam
tugas.

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
di dalam pelaksanaan SOP Penerimaan Tamu di

Sekretariat Daeratr wajib memiliki pengetahuan dan
pengelolaan administrasi sesuai ketentuan yang

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
t di dalam pelaksanaan SOP Penerimaan Tamu di

Selrretariat Daerah wajib menguasai teknologi dan
pu mengoperasikan peralatan teknis pelayanan yang

isediakan.

BAB TV

SARAIYA DAN PRASARAITA

Pasal 11

nhrk menunjang kelancaran pelaksanaan SOP Penerimaan
di lingkungan Sekretariat Daeratr, disediakan sarana dan

pendukrrng kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

dan prasaratta pendukung sebagaim€u-ra dimaksud pada
t (1) dioperasionalkan securra khusus unhrk penerimaan

secara efisien, efektif, dan tepat waktu.
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setiap_orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
rran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita oaeiah

BAB V
KETENTUAIT PENUTUP

Pasal 12

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tapin.

!Or 6

di Rantau
tanggal 29 Februr,rri 2016

ARIS DATRAII I(ABT'PATEN TAPIN,

A DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2Ot6 NOMOR 03

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal ,z 9 .ilcbnri:.::i

tr



I,AMPIRAN PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

BUPATI TAPIN

^7 
r: r -IiT ._,n4 ,(

!,;j -'-'! J

- rr t: lT l ,j,; {_

PEMERTNTAH KABUPATEN TAPIN

SEKRE,TARIAT DAERAH
JL Brigjend IL Hasan Baseri No.22 Telp. (05fD 3f0f6 Fax. 31435

RANTAU Kode Pos Tllll

TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL RE\rISI
TANGGAL EFEKTIF

: PEITTERIMAAN TAMU
DI LINGKIINGAIY
SEKRETARIAT DAERAII
KABUPATENTAPIN

KUALIFIKASI PELAKSANA :DASARHUKUM:

l. Memahami dengm baik ketentran yang berlakr.l dalan pelaksaraan pelayanur peirerimaar tamu; dan

2. Memprmyai konrimrcn tinggi untuk nremberikan pelayananterbaik kepadatamu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tfltmg Peo€rintahan Daerah, sebagairma telah diubah bcberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahrm 2015 tetrtary Pqubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah;

Peranran Menteri Dalam NegeriNomor 52 Tahrm 20ll tentang StandarOpcrasional hoccdur di Lingkungm
Pemerinlah Provinsi dan Kabupden/Ifuta;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20ll tentang Stardar Opcrasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Prajal

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refrmasi Bfuolaasi Nomor 35 Tahm 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prose&r Adminisrasi Pemerintahan;

Peraturan Da€rah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tdrun 2008 tsntang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagairuna Flah diubah beb€rapa lcdi, teraktrir deng@ Peraoran Da€rah
Kabupaten Tqin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Aias Perdurm Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 05 Tahun 2008 tenrang Pemb€ntukm Organisasi dan Tab Kerja Perangkd Daereh Ksbupat€n Tapin;

Perdurm Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentrksr Org@isasi dan Tda Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupden Tapin;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2013 tailang Uraiu Tugas Unsur-Unsur Orgarisasi Satuan Polisi
Panong Praja Kabupaten Tryin;

PERALATAN/PERLENG KAPAITT :

l. Ban Piketl

2. BukuTamu;

3. KartuTamu;dan

4. Papon TmdaTamu Harap lapor.

PENCATATAIY DAIY PENDATAAITI :

SOP ini merupakan Prosedur Balru yarg wajib dilalsanskan dalarn Proses Penerimaan Tamu di lingkrmgan Sekretarial
Daerah Kabupaen Tapin dan jika tidak dilaksmakan akan mengakr'bakan ketidaksesuaiarU k*idakjelasan,
ketidaktrpatan dan kelambatan dalam Pelayanan Penerinraan Tamu.

\
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PELAASAIIA
MIITU BAKTI

TSTERAITGAIT

10

Tamu
Petugas

Piket
(Satpol PP)

hotokol/Ajudan
atau Staf Pejabat Persyaratan &

Kelengkapan Waktu

8

Output

9
I 2 3 d 5 6 II Tamu datang dan melapor

pada Piket aF 2 menit Data Tamu

2. Menanyakan maksud dal
tujuan Tamu serta mengisi
Buku Tamu

I
I
I [L l

Data Tamu 2 menit Buku Tamu

3. Mengkomunikasikan
kedatangan Tamu kepada
Pejabat terkait melalui
Ftotokol/Ajudan atau Staf

I
1- Buku Tamu 3 menit Kesediaan/

Ketidaksediaan
menerima Tamu

4. Konfrrmasi kesediaan
menerima Tamu melalui
Protokol/Ajudan atau Staf

t

)
Kesediaan
Pejabat
menerima tamu

3 menit Karhr Tamu

5. Meminta Kartrr Identitas atau
Surat Ttrgas dan memberikan
IGrtu Tamu

IT
l-

Kartu Tamu

Mengarahkan
Tamu

3 menit Mengarahkan
Tamu

6. Mengarahkan dan
menga.ntarkan Tamu

tl 5 menit Tamu menemui
Pejabat

7. Meminta Kartu Tamu dan
mengembalikan Kartu
Identitas Tamu.

O Tamu selesai
menemui
Pejabat

3 menit Kartu Tamu


